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KONDISI SAAT INI :

Konektivitas Belum Optimal = Menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi,
Disparitas Pembangunan serta Penanggulangan Kemiskinan Relatif Lambat

Menurunkan Disparitas
Harga dan Pelayanan

Akselerasi
penanggulangan
kemiskinan

Pengurangan Ekonomi
Biaya Tinggi untuk
Peningkatan Daya

Saing

* Disparitas Harga Bahan Pokok (e.g.Harga minyak goreng di NTT 3
kali dari Jawa, Harga semen di Papua 15-20 kali dari Jawa

* Frekuensi pelayanan perhubungan dan kualitasnya tidak merata,
kawasan KTI realtif tertinggal

* 60% dari penduduk miskin di Indonesia berada di daerah
pedesaan di Jawa dan tidak mempunyai akses ke pusat
pertumbuhan

* Biaya pengapalan kontainer dari Padang ke Jakarta US$ 600,
sedangkan dari Jakarta ke Singapura (lebih jauh) sekitar US$ 185

 Lebih murah mengapalkan jeruk ke Jakarta dari China dibanding
Pontianak

« Kemacetan semakin meningkat di berbagai kota besar di Pulau
Jawa dan di luar jawa

» Waktu tempuh transportasi antar kota dalam satu pulau semakin
panjang, misalnya Jakarta — Surabaya berkisar antara 14-20 jam




* Aktivitas ekonomi terkonsentrasi di kawasan perkotaan khususnya di
Pulau Jawa dan Sumatera.

* Keterbatasan prasarana transportasi menyebabkan kegiatan
industri tidak menyebar ke wilayah-wilayah terbelakang dan terisolir.

* Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan
transportasi serta logistik dapat memperbaiki akses industri dari pusat-
pusat pengolahan ke wilayah pemasaran (mengurangi biaya angkutan
komoditas dan barang konsumsi dan meningkatkan daya saing).




Mengapa Konektivitas Nasional yang Terintegrasi dan
Optimal belum Terbentuk ?

Lemahnya konektivitas terjadi dalam bentuk :

Kurang terintegrasinya pembangunan prasarana dan sarana konektivitas
dalam mendukung pembangunan wilayah

Belum dimanfaatkannya secara optimal sarana dan prasarana yang ada
akibat manajemen pemanfaatan yang lemah

Kebijakan dan peraturan yang belum mendukung penguatan konektivitas

nasional

Belum terbangunnya konsep konektivitas nasional yang baik
Belum terbangun dengan baik “konektivitas™ antar kementerian/lembaga

Belum terbangun dengan baik “konektivitas” pusat — daerah dan antar
daerah



Bagaimana Konektivitas mendorong pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan inklusif — Yang kuat terus tumbuh, yang masih lemah
tumbuh lebih cepat

Menghubungkan
pusat-pusat

: pertumbuhan utama
pertumbuhan melalui dalam koridor dan

kesatuan bukan antar koridor ekonomi
keseragaman Maluku

Konektivitas

memaksimalkan Surabaya Makassar

Memperluas | ' Menghubungkan Sulawesi ’ Papua

pertumbuhan dengan wilayah potensi v
menghubungkan pertumbuhan dengan

wilayah-wilayah pusat-pusat

melalui sistem supply pertumbuhan utama

chain inter moda

Mencapai | | Menghubungkan daerah Jayapura

ertumbuhan untuk tertinggal dan terpencil
Eemua (inklusif) dengan infrastruktur & *\ e
pelayanan dasar N

Wamena Nabire

Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk memperoleh dua manfaat yaitu:
1. Manfaat langsung dari konsentrasi produksi sebagai pusat pertumbuhan
2. Manfaat jk. menengah-panjang untuk standar hidup yang merata di seluruh wilayah




RENCANA AKSI AGENDA MEMPERKUAT

KONEKTIVITAS NASIONAL




RAN AGENDA KONEKTIVITAS

* Pemantapan
kerangka
Konektivitas
Nasional
sebagai bagian
Master Plan
PPPEN 2011-
2025

» Memastikan
kejelasan
struktur
koordinasi dan
pertanggungja
waban dari
institusi yang
terlibat (Tim
Koordinasi)

 Kaji-ulang cetak
biru dan master
plan (Logistik,
Multimoda,
Jalan,
Pelabuhan
disesuaikan
dengan Koridor
Ekonomi)

* Identifikasi
inkonsistensi dan
tumpang-tindih

* Penetapan
prioritas dari
berbagai usulan
rencana tindak

* Menetapkan
institusi
penanggungja
wab (lead
agency) untuk
melaksanakan
masing-
masing
prioritas




KERANGKA DAN STRATEGI PENGUATAN

KONEKTIVITAS




KOMPONEN KONEKTIVITAS NASIONAL:

Rencana Pengembangan Wilayah dan KEI, Sislognas, Sistranas dan
Roadmap ICT

SISLOGNAS

SISTRANAS

or G

Penentuan Key
Commodities
Penguatan Jasa
Logistik
Perbaikan
Infrastruktur
Peningkatan
Kapasitas SDM
Peningkatan ICT
Harmonisasi
Regulasi

Perlu Dewan
Logistik Nasional

Keselamatan
Transportasi
Pengusahaan
Transportasi
Jaringan
Transportasi
Peningkatan
SDM dan Iptek
Pemeliharaan
Kualitas LH
Penyediaan
Dana
Pembangunan
Peningkatan
Administrasi
Negara.




KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL

Terintegrasi secara lokal, Terhubung secara Internasional (Locally Integrated,
Globally Connected)

Pengem-
bangan
Wilayah/
KEI




PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS:
Intra-Island, Inter-Islands dan International

Indonesia
International
Gateway

Argolng Gro;vth Within Growth . Internatlon?I (border
?eZ?o(::) : Poles (urban) Inter-island (port management, incl customs,
inefficiencies) acces to port)

LOCAL Connectivity NATIONAL Connectivity ) GLOBAL Connectivity




KONEKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN

6 KORIDOR EKONOMI PRIORITAS

Roads *

% BandaAceh
I.—h_'

Railways
A @ ‘ Airports
-h %
Xa ? Seaports

1
anokwari

Jayapﬁ@

Bandung
Bandung

L -~ cl ."‘
Denpasa@
. Mega hub

() Hub/provincial capitals Sulawesi - Malut

o Sumatra e Eali-NT
° Jawa e Papua - Maluku

Integrasi Blue Print Sislognas, Sistranas (transportasi multi moda, rencana induk
pelabuhan, bandara, jalan dan KA) dan Koridor Ekonomi




FOKUS PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS

* Pusat Ekonomi Koridor : pusat produksi
yang besar, dan berfungsi sebagai hub

Konektivitas intra nasional dan internasional

pulau : moda sesuai « Bagian lain dari Koridor: menghubungkan
geografis pulau

daerah pedesaan dengan pasar lokal,
menghubungkan pedalaman dengan pusat
pertumbuhan koridor, dan menghubungkan
pusat-pusat pertumbuhan satu sama lain

« Sarana dan Prasarana (terutama laut) untuk
o mendistribusikan komoditas dasar dan produk
Konekt|\1|ta§ antar lain ke luar pulau maupun membawa

pulau . komoditas dari luar pulau ke dalam pulau

« Angkutan udara terutama untuk penumpang

« Kemampuan (transportasi laut dan udara)
Konektivitas untuk mengangkut barang dan jasa antar
Internasional : negara secara cepat, murah, aman dan
dengan tingkat prediktibilitas yang tinggi.




RENCANA KEGIATAN PRIORITAS
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
JANGKA PENDEK MENENGAH
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- p—
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Fase-fase dalam Konektivitas Nasional Dalam Kerangka
Masterplan PPPEN 2011 - 2025

Fase 1 Fase 2 Fase 3
- Debottleneckin - Pengembangan Proyek konektivitas
(peraturan dang koridor/KEK |ndone3|akjangka panjang,
pembangunan fisik) _ Penguatan Program menuju akses yang

memadai , merata,
- Penguatan program RPJMN 2010-2014 terjangkau dan aman
RPJMN 2010-2014




USULAN KEGIATAN PRIORITAS
PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL FASE |
JANGKA PENDEK MENENGAH

Merupakan kegiatan untuk mengatasi bottleneck terbesar dan menghasilkan dampak
positif terbesar (mempertimbangkan dampak serta biaya yang timbul).

Menyelesaikan kerangka kerja konektivitas nasional dalam Master Plan PPEN

Menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Lintas Jawa
Meningkatkan peran perkeretaapian

Membenahi transportasi Jabodetabek

Meningkatkan pelayanan Penerbangan

Mengurangi biaya pengiriman barang dan jasa antar pulau

Merevitalisasi pelayanan angkutan penyeberangan antar pulau/Ro-Ro dan
optimalisasi subsidi perintis serta pemberian PSO

Meningkatkan produktivitas terminal kontainer International Tanjung Priok dan
Mempercepat pembangunan pelabuhan alternatif Tanjung Priok (deep water port)

9. Meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan jalan
10. Meningkatkan pelayanan akses jalan lokal ke pusat pertumbuhan
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6. PENURUNAN BIAYA PENGIRIMAN BARANG DAN JASA
ANTAR PULAU (1)

6.1 Undang Undang No 17 Tahun Percepatan pembentukan Otoritas
2008 tentang Pelayaran Pelabuhan (OP) pada pelabuhan yang
mengamanatkan: pembentukan  diusahakan secara komersial.
(Badan) Otoritas Pelabuhan

(Port Authority) yang a. Pembentukan Otoritas Pelabuhan. Kemenhub,
menjalankan fungsi pengaturan, Kemen PAN
pengendalian dan pengawasan o _
kegiatan yang diusahakan b. Menyusun kriteria dan menyeleksi staf ~ Kemenhub
secara komersial. Otoritas Pelabuhan serta menetapkan

kebijakan kepegawaian Otoritas
Berdasarkan pasal transisi UU Pelabuhan.
No 17/2008 Batas waktu
pembentukan Otoritas c. Bila belum tersedia PNS yang Kemenhub
Pelabuhan paling lambat 1 mempunyai kompetensi dan
(satu) tahun sejak UU tentang kemampuan sesuai kriteria, maka
pelayaran berlaku (Mei 2008) pemenuhan dalam jangka pendek

dapat dilakukan outsourcing.
Berdasarkan UU 17/2008 Pasal

86 menyatakan bahwa aparat d. Mengimplementasikan Inaport-net Kemenhub
Otoritas Pelabuhan merupakan secara penuh pada instansi pemerintah

PNS yang mempunyai khususnya di Kantor Otoritas

kemampuan dan kompetensi Pelabuhan.

di bidang pelabuhan sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan



6. PENURUNAN BIAYA PENGIRIMAN BARANG DAN JASA
ANTAR PULAU (2)

6.2 Undang Undang No 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran Pasal

Pemisahan fungsi operator dan

regulator pengelolaan pelabuhan laut.

344 ayat 2 mengamanatkan
untuk melakukan evaluasi dan
audit aset milik BUMN (PT.
Pelindo) dan aset milik
pemerintah di pelabuhan laut.

Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran proses evaluasi dan
audit aset tersebut harus
diselesaikan paling lama 3 (tiga)
tahun sejak UU ini berlaku (Mei
2008).

Pemisahan fungsi operator dan
regulator pengelolaan pelabuhan
sangat penting dilakukan segera
untuk menghindari benturan
kepentingan (conflict of
interest) serta untuk
mempercepat partisipasi
Badan Usaha Swasta dalam
penyelenggaraan pelabuhan

a.

Mempercepat proses evaluasi dan audit
aset milik BUMN (PT. Pelindo) dan aset
milik pemerintah di pelabuhan laut.

Memisahkan aset milik BUMN (PT.
Pelindo) dan aset milik pemerintah di
pelabuhan laut.

Mengalihkan aset milik pemerintah dari
BUMN (PT. Pelindo) kepada Otoritas
Pelabuhan laut.

Mencabut hak dan kewajiban BUMN
(PT. Pelindo) melakukan tindakan
pengaturan, pengendalian dan
pengawasan (regulator).

Merevisi perjanjian konsesi atau bentuk
lainnya antara Pemerintah dengan
Badan Usaha Milik Negara (PT.
Pelindo)

Kemen. BUMN,
BPKP,
Kemenhub, PT.
Pelindo

Kemen. BUMN,
BPKP,
Kemenhub, PT.
Pelindo

Kemen. BUMN,
BPKP,
Kemenhub, PT.
Pelindo

Kemenhub,
Kemen. BUMN

Kemenhub,
Badan Otoritas



6. PENURUNAN BIAYA PENGIRIMAN BARANG DAN JASA
ANTAR PULAU (3)

6.3 Adanya praktek monopoli Perumusan Kembali Tarif Bongkar Muat yang
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar ~ Wajar.
Muat-TKBM (kewajiban harus

kan K { TKBM a. Merevisi SKB 3 Dirjen (Dirjen Perhubungan Kemennaker,
metnaguna arl; opkeraS| ; Laut, Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan, Kemenhub, Kemen.
untuk proses bongkar mua Dirjen Bina Lembaga Koperasi) agar sesuai KUKM

barang berdasarkan SKB 3
Dirjen tanggal 27/8/2002)
sehinggaterjadi ineffisiensi

dengan kondisi proses kerja/bisnis di
pelabuhan saat ini sehingga tidak ada

monopoli.
pengelolaan yang i
mengakibatkan biaya tinggi. b. Merumuskan dan menetapkan tarif yang Otoritas
wajar untuk proses bongkar muat barang di Pelabuhan,
pelabuhan dan dapat diterima semua pihak. Kemenhub
6.4 Kontrak tahunan pelayanan Restrukturisasi PBM yang jumlahnya banyak

bongkar muat oleh perusahaan di pelabuhan
(PBM) kurang menguntungkan
bagi investor karena penuh
ketidakpastian (resiko) untuk
pengembalian investasi.

Melakukan seleksi PBM yang memenuhi syarat Kemenhub,
kualitas teknis dan permodalan yang diikat Otoritas Pelabuhan
dengan kontrak kerjasama minimum 10 tahun

dengan kinerja pelayanan PBM sesuai

Service Level Agreement/Guarantee

(SLA/SLG) yang ditetapkan.



6. PENURUNAN BIAYA PENGIRIMAN BARANG DAN JASA
ANTAR PULAU (4)

6.5 Produktivitas kinerja pelabuhan

sangat rendah terutama di
wilayah Indonesia Bagian
Timur.

Diperlukan pembenahan
penyelenggaraan pelabuhan
dimulai dengan penerapan
indikator yang spesifik dan
terukur standar kinerja
operasional pelayanan jasa
kepelabuhanan untuk
meningkatkan produktivitas
kinerja sesuai dengan amanat
UU No 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran.

Penetapan standar kinerja operasional
pelayanan jasa kepelabuhanan
(Benchmarking) terutama di Indonesia
Timur

a. Melakukan pemutahiran data dan informasi
pelayaran secara periodik sesuai dengan
kebutuhan, akurat, terkini dan dapat
dipertanggung jawabkan serta dapat
diakses dan dapat digunakan oleh
masyarakat (Pelaksanaan UU 17/2008
Pasal 272).

b. Menetapkan standar kinerja operasional
pelayanan jasa kepelabuhanan
(benchmarking) untuk setiap pelabuhan
terutama untuk pelabuhan yang
diusahakan secara komersial (Pelaksanaan
UU 17/2008 Pasal 84).

c. Melakukan monitoring dan evaluasi -
pelaksanaan benchmarking.

Kemenhub,
Otoritas
Pelabuhan

Kemenhub,
Otoritas
Pelabuhan

Kemenhub



6. PENURUNAN BIAYA PENGIRIMAN BARANG DAN JASA
ANTAR PULAU (5)

6.6 Rendahnya produktivitas
B/M di dermaga
dikarenakan dermaga di
Pelabuhan kegiatan B/M
nya dilakukan oleh Ship
Gear (Ship Crane) atau
Mobile Crane

6.7 Sebagian besar
pelabuhan tidak bekerja
24/7, sehingga TRT (turn
round time) kapal di
pelabuhan tinggi.

Peningkatan produktivitas pelabuhan khususnya
di Indonesia bagian Timur

a. Menyusun rencana kelengkapan sarana dermaga
(crane) untuk pemasangan “JIB Poeral Crane
atau Luffing Portal Crane” di pelabuhan
komersial maupun non komersial.

b. Menambah kelengkapan sarana dermaga (crane)
untuk pelabuhan yang belum komersial yang
dikelola oleh UPP dan menyediakan dana
APBN.

c. Menyediakan dana investasi untuk kelengkapan
sarana dermaga untuk pelabuhan komersial.

Operasi pelabuhan selama 24 jam sehari dan 7
hari seminggu

a. Mengimplementasi-kan waktu kerja 24/7 di semua
pelabuhan komersial.

b. Melakukan pengawasan pelaksanaan operasi
pelabuhan 24/7

Kemenhub, Badan
Usaha Pelabuhan
(Pelindo I, 11, 1ll, dan
V)

Kemenhub

Kemen BUMN,
Badan Usaha
Pelabuhan (Pelindo
[, I, 11, dan V),

Otoritas Pelabuhan,
Penjaga Laut dan
Pantai

Kemenhub



6. PENURUNAN BIAYA PENGIRIMAN BARANG DAN JASA
ANTAR PULAU (6)

6.8 Saat ini yang sudah

mengimplementasikan
ICT hanya Pelindo II,

lebih panjang 12 jam
s/d 24 jam.

Implementasi ICT dan NSW pada pelabuhan
komersial

menggunakan dana pengguna alur
(channel/toll fee).

: Mengoperasikan ICT untuk mengurangi turn Kemen. BUMN,
sehlngg_a NS round time (TRT) dan menerapkan NSW untuk Badan Usaha
Dome_st|c Sl mengurangi dwelling time container di pelabuhan Pelabuhan
terwujud. serta mempercepat dokumen transhipment di (Pelindo I, I

semua pelabuhan yang diusahakan secara dan V)
komersial.
6.9 Alur lalu lintas kapal Pemeliharaan dan pengelolaan alur sesuai
pelabuhan sering tuntutan lalu lintas kapal secara komersial
tidak bisa dilayari Menetapkan pilihan dari dua alternatif berikut;
karena dangkal dan
tidak dikeruk. Kapal 1. Kemenhub mengelola alur lalu lintas kapal Kemenhub,
yang seharusnya dengan tanggung jawab pemeliharaan Otoritas
berangkat tidak bisa kelancaran alur dengan menggunakan dana  Pelabuhan
berangkat karena APBN melalui proses tender.
harus menunggu air 2. Otoritas Pelabuhan mengelola alur lalu lintas ~ Kemenhub,
pasang naik sehingga secara komersial termasuk bertanggung jawab Otoritas
waktu tunggu menjadi memelihara kelancaran alur dengan Pelabuhan,



6. PENURUNAN BIAYA PENGIRIMAN BARANG DAN JASA
ANTAR PULAU (7)

6.10 Harga BBM yang Pengurangan harga BBM untuk perkapalan.
ditetapkan oleh pertamina
untuk perkapalan dna a. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan Kemen ESDM,
industri lebih tinggi pertamina terhadap penetapan harga BBM Kemenkeu
dibandingkan dengan untuk keperluan perkapalan dan kemudian
harga BBM di negara lain. menerapkan harga yang wajar.
- Singapura (Tanpa Pajak)  p per|y dipertimbangkan kemungkinan untuk Kemen ESDM,

MOPS + US$ 5 - 10/MT penghapusan atau pengurangan pengenaan  Kemenkeu

- Jepang (Tanpa Pajak) PPN Pemerintah.

MOPS + US$ 38/MT

- Korea (Tanpa Pajak)
MOPS £ US$ 25/MT

- Indonesia (+PPN 10%)
MOPS * US$ 111/MT
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